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Abstrak

Peranan dan fungsi bank dalam perekonomian harus dibina dan diawasi supaya mempunyai manfaat
dan kontribusi yang efektif bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas perbankan di suatu negara.
Operasional industri perbankan yang didukung oleh kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah
penyimpan, harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, permasalahan dalam
penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada PT
Bank IFI yang dilikuidasi dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan untuk
memperoleh kembali simpanannya di PT Bank IFI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada hukum positif, seperti Undang-Undang
Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.
Sesuai dengan studi kasus di PT. Bank IFI, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang
dilakukan secara tidak langsung dan langsung sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun
sosialisasinya belum maksimal, karena masih banyak nasabah penyimpan yang belum mengerti
tentang perlindungan hukum bagi dirinya apabila banknya yang dilikuidasi. Sedangkan upaya
hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali simpanannya adalah
dengan cara mengajukan keberatan ke Lembaga Penjamin Simpanan atau melakukan upaya hukum
melalui Pengadilan Niaga.

Kata kunci: Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada bank

Abstract

The role and function of banks in the economy should be developed and monitored in order to have
the benefits and effective contribution to the economic development and stability of banks in a
country. Operational banking industry, supported by public confidence, especially the depositor,
must be run with the precautionary principle. Therefore, the problem of this research is on how the
legal protection for depositors at PT Bank IFI were liquidated and what legal remedies that can be
done to regain depositors deposits in PT Bank IFI. The method used in this study is a normative
legal research, which is based on positive law, such as the Banking Law, the Law on Bank
Indonesia, and the Law on Deposit Insurance Agency. In accordance with a case study in PT Bank
IF1, legal protection of depositors who do indirectly and directly is in conformity with the existing
rules, but the socialization is not maximized, because there are many depositors who do not
understand about the legal protection for himself when his bank were liquidated. While the legal
effort to do depositors to get back their savings is by filing an objection to the Deposit Insurance
Corporation or take legal actions through the Commercial Court.

Keywords: legal protection for depositors in banks

A. Pendahuluan yang menghimpun dana dari masyarakat da-
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun lam bentuk simpanan dan menyalurkannya
1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
disingkat Undang-Undang Perbankan), yang meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”."
dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha Aktivitas perbankan yang utama adalah

") Karyawan Bank IFI di Jakarta
" Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2.
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menghimpun dana dari masyarakat atau yang
disebut funding dan menyalurkan dana kepada
masyarakat atau yang disebut lending. Dari
aktivitas tersebut, bank akan mendapatkan
keuntungan dari selisih antara bunga kredit
dengan bunga simpanan.”

“Sebagai suatu badan usaha, pengelolaan
suatu bank mempunyai ciri khas tersendiri,
berbeda dengan mengelola industri lain. Selain
harus dikelola secara profesional dalam bidang
perencanaan, pengetahuan tentang produk,
sumber daya manusia dan fungsi kontrol, fak-
tor kepercayaan masyarakat merupakan faktor
utama dalam menjalankan bisnis perbankan”.?

Peranan bank sangat penting dalam me-
majukan perekonomian suatu negara karena
dalam semua sektor yang berhubungan dengan
kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa
bank. Sehingga ada anggapan bahwa bank me-
rupakan “nyawa” penggerak roda perekonomi-
an suatu negara, karena fungsi bank itu sangat
vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, me-
ngedarkan uang, menyediakan uang, menun-
jang kegiatan usaha, tempat mengamankan
uang, dan tempat melakukan investasi.*

Sesuai dengan Pasal 29 sampai dengan
Pasal 37 Undang-Undang Perbankan, dan Pa-
sal 8 junto Pasal 24 sampai dengan Pasal 27
Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjut-
nya disingkat Undang-Undang Bank Indone-
sia), pembinaan dan pengawasan bank dilaku-
kan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank
adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan
cara menetapkan peraturan yang menyangkut
aspek kelembagaan, kepemilikan, kepenguru-
san, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain
yang berhubungan dengan kegiatan operasio-
nal bank. Pengawasan bank meliputi pengawa-
san langsung yaitu dalam bentuk pemeriksaan
yang disusul dengan tindakan-tindakan perbai-
kan. Dan pengawasan tidak langsung terutama
dalam bentuk pengawasan dini melalui peneli-
tian, analisis dan evaluasi laporan bank. Seja-

lan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewena-
ngan, tanggung jawab dan kewajiban secara
utuh untuk melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap bank dan menempuh upaya
baik yang bersifat preventif maupun represif.’

Industri perbankan merupakan salah satu
komponen yang sangat penting dalam pereko-
nomian nasional, untuk menjaga keseimba-
ngan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasio-
nal. Stabilitas industri perbankan dimaksud,
mempengaruhi stabilitas perekonomian secara
keseluruhan sebagaimana pengalaman yang
pernah terjadi pada saat krisis moneter dan
perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Ke-
percayaan masyarakat terhadap industri per-
bankan nasional merupakan salah satu kunci
untuk memelihara stabilitas industri perban-
kan, sehingga harus diupayakan supaya krisis
tersebut tidak terulang kembali di masa yang
akan datang. Kepercayaan terhadap industri
perbankan dapat diperoleh dengan adanya ke-
pastian hukum dalam pengaturan dan penga-
wasan serta penjaminan simpanan nasabah
bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha
bank secara sehat.

Hal di atas, menjelaskan bahwa peranan
dan fungsi bank dalam perekonomian harus
dibina dan diawasi supaya mempunyai man-
faat dan kontribusi yang efektif bagi perkem-
bangan ekonomi dan stabilitas perbankan itu
sendiri, sebagai wujud kepastian dan perlindu-
ngan yang kesemuanya itu adalah wewenang
dan tugas Bank Indonesia.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap industri perbankan, pemilik maupun
otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pe-
ngawasan, harus mentaati peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Sedangkan un-
tuk penjaminan simpanan nasabah bank dan
mewujudkan kepastian hukum, dibentuklah
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti
terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Un-
dang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya di-
singkat Undang-Undang Lembaga Penjamin

?Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 26-27.
3 Kasmir, Manajemen perbankan, Jakarta: Rajawali, 2008, hal. 1-3.

* Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 2.

> Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Pasal 24-27
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Simpanan) yakni:

“Di dalam Undang-Undang ini ditetap-
kan penjaminan simpanan nasabah bank
yang diharapkan dapat memelihara ke-
percayaan masayarakat terhadap industri
perbankan dan dapat meminimalkan risi-
ko yang membebani anggaran negara
atau resiko yang menimbulkan moral ha-
zard. Penjaminan nasabah bank tersebut
diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin
Simpanan sendiri memiliki dua fungsi
yaitu menjamin simpanan nasabah bank
dan melakukan penyelesaian dan pena-
nganan Bank Gagal”.’

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Lem-
baga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga
Penjamin Simpanan adalah:

a. menjamin simpanan nasabah penyim-
pan;

b. turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan kewe-
nangannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Lem-
baga Penjamin Simpanan, tugas Lembaga Pen-
jamin Simpanan adalah:

a. merumuskan dan menetapkan kebija-
kan pelaksanaan penjaminan simpanan;

b. melaksanakan penjaminan nasabah
simpanan.

Beberapa tahun setelah pembentukan
Lembaga Penjamin Simpanan terjadi pencabu-
tan izin usaha bank, salah satunya adalah PT
Bank IFI yang izin usahanya secara resmi di-
cabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009
tanggal 17 April 2009. Pencabutan izin usaha
tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme
dan prosedur yang tercantum di dalam Peratu-
ran Bank Indonesia (PBI) No. 6/9/PBI/2004
tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut
Pengawasan dan Penetapan Status Bank seba-
gaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI
No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Bank Indonesia telah cukup lama mela-
kukan langkah penyehatan sesuai prosedur
pengawasan yang berlaku, termasuk meminta
Pemegang Saham Pengendali (PSP) menam-
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bah modal serta menjaga likuiditas bank. Na-
mun PT Bank IFI tidak berhasil menjalankan
program penyehatan yang disyaratkan. Maka
jalan terakhirnya adalah pencabutan izin usaha
dengan pertimbangan untuk menghindari keru-
gian yang lebih besar serta melindungi kepen-
tingan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan
dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Sim-
panan, penyelesaian kewajiban PT Bank IFI
kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan
yang berlaku dengan melakukan rekonsiliasi
dan verifikasi simpanan nasabah untuk menen-
tukan simpanan yang layak bayar atau tidak
layak dibayar.

Untuk simpanan layak dibayar yang pa-
da saat yang bersamaan nasabah mempunyai
kewajiban kepada PT Bank IFI maka pemba-
yaran simpanannya akan dilakukan set off
terlebih dahulu dengan kewajibannya yang te-
lah jatuh tempo. Sedangkan kriteria simpanan
yang tidak layak dibayar adalah:

1. simpanan tidak tercatat dalam pembu-
kuan bank;

2. nasabah merupakan pihak yang me-
nyebabkan bank tidak sehat, antara lain
apabila nasabah memiliki kredit Macet
dengan jumlah kredit melebihi simpa-
nannya; dan

3. nasabah diuntungkan secara tidak wa-
jar, antara lain apabila pada periode
perpanjangan terakhir suku bunga sim-
panan dan/atau fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan bunga yang dibe-
rikan kepada nasabah, melebihi suku
bunga wajar yang ditetapkan Lembaga
Penjamin Simpanan.

Uraian di atas menggambarkan, bahwa
mekanisme yang dijalankan Lembaga Penja-
min Simpanan dengan pembayaran klaim telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun dalam prakteknya, yang
menjadi permasalahan adalah nasib simpanan
nasabah yang jauh lebih besar dari pada jum-
lah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpa-
nan. Salah satunya adalah kasus Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai

% Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Penjelasan Umum.
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deposito sebesar Rp. 72 Miliar di PT Bank IFI.
Padahal nilai simpanan yang dijamin oleh
Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap
nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2
Miliar. Jadi dari deposito yang nilainya Rp 72
Miliar tersebut, yang akan dibayar oleh Lem-
baga Penjamin Simpanan hanya sebesar Rp 2
Miliar. Sedangkan sisanya yang senilai Rp 70
Miliar sebenarnya adalah merupakan hak mut-
lak dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
sebagai pemilik dananya. Namun dalam hal ini
kedudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Ti-
mur sebagai pemilik dana “agak lemah” kare-
na tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Sim-
panan. Padahal dalam Pasal 37B ayat (1) Un-
dang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa:
“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat
yang disimpan pada bank yang bersangku-
tan”.

Selain itu, ada beberapa nasabah pe-
nyimpan PT Bank IFI yang telah mendapatkan
cash back berupa hadiah-hadiah dari PT Bank
IFI, ternyata tidak mendapat jaminan dari
Lembaga Penjamin Simpanan karena simpa-
nan tersebut termasuk dalam daftar simpanan
yang tidak layak dibayar. Lembaga Penjamin
Simpanan menganggap bahwa nasabah pe-
nyimpan tersebut sudah menikmati cash back
yang dihitung sebagai komponen bunga bank
sehingga bunga yang diterima nasabah pe-
nyimpan melebihi ketentuan bunga penjami-
nan. Padahal nasabah penyimpan tidak pernah
mendapatkan informasi dari pihak bank, Lem-
baga Penjamin Simpanan, ataupun Bank Indo-
nesia tentang hal tersebut, sehingga nasabah
penyimpan menjadi “agak lemah”, terlunta-
lunta, dan cenderung diabaikan haknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi
nasabah penyimpan pada PT Bank IFI
yang dilikuidasi?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilaku-

" Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 37B ayat (1).
¥ Kasmir, Op. cit, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 11-13.

? Indonesia, Undang Undang Perbankan, Pasal 1 angka 2.
1 Loc.cit.
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kan oleh nasabah penyimpan untuk
memperoleh kembali simpanannya pa-
da PT Bank IFI?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah terse-
but, penulis membatasi masalah sehubungan
dengan perlindungan hukum bagi nasabah
penyimpan pada bank yang dilikuidasi (studi
kasus PT Bank IFI).

D. Tinjauan Yuridis Tentang Bank dan
Nasabah

1. Pengertian Bank

Pengertian bank selalu mengalami per-
kembangan, karena bank merupakan bidang
usaha yang dinamis, dan keberadaannya ter-
gantung pada situasi dan kondisi perekonomi-
an suatu negara. Bank adalah lembaga keua-
ngan yang menyediakan berbagai bidang pela-
yanan jasa keuangan bagi masyarakat. Asal
kata bank dari bahasa Italy “banca” berarti
bence yaitu bangku tempat duduk, karena pada
zaman pertengahan, pihak bankir Italy melaku-
kan usaha berbentuk pinjaman-pinjaman de-
ngan duduk di bangku pasar tradisional, berarti
asal mula terjadinya bank adalah “meja atau
tempat menukarkan uang”. Tetapi pada zaman
sekarang di negara maju, bank sudah merupa-
kan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap
bertransaksi sesuai kebutuhannya.®

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Un-
dang Perbankan: “Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat da-
lam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke-
pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkat-
kan taraf hidup rakyat banyak”.’

Sedangkan pengertian perbankan dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan
adalah: “segala sesuatu yang menyangkut ten-
tang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksana-
kan kegiatan usahanya”."

Uraian tersebut menjelaskan bahwa hu-
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bungan masyarakat dengan jasa bank sangat
erat, saling tergantung, dan saling membutuh-
kan. Karena bidang usaha bank tersebut adalah
bidang usaha keuangan yang menjadi kebutu-
han hidup masyarakat, berarti segala aspek ke-
hidupan masyarakat selalu membutuhkan jasa
bank.

Dalam menjalankan usahanya bank sela-
lu diatur dengan seperangkat peraturan perun-
dang-undangan yang berfungsi sebagai landa-
san dan bentuk jaminan sekaligus kontrol dari
pemerintah.

2. Fungsi, Tujuan, Asas-Asas Perbankan
Keberadaan bank dalam kehidupan ma-
syarakat mempunyai peran yang cukup pen-
ting, karena lembaga keuangan merupakan in-
tisari dari sistem keuangan setiap negara.
Dalam Undang-Undang Perbankan fung-
si bank dirumuskan dalam Pasal 3
“Fungsi utama perbankan Indonesia ada-
lah sebagai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat”; serta dalam Pasal 4
nya “Perbankan Indonesia bertujuan me-
nunjang pelaksanaan pembangunan na-
sional dalam rangka meningkatkan pe-
merataan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak”.""

Dalam menjalankan usahanya, perban-
kan mempunyai asas-asas khusus yang digu-
nakan, untuk menjamin kemitraan yang baik
antara bank dengan nasabahnya serta men-
ciptakan sistem perbankan yang sehat.
Asas-asas khusus perbankan adalah:

1. Asas Demokrasi Ekonomi
Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang
Perbankan yang menyebutkan bahwa:
“Perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hati-
an”.'” Hal ini berarti fungsi dan usaha per-
bankan diarahkan untuk melaksanakan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam de-
mokrasi ekonomi dengan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Masyarakat memegang peranan aktif

" Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 3 dan 4.
"2 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 2.
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dalam kegiatan perbankan dan pemerintah
melalui Bank Indonesia bertindak untuk
melakukan pengarahan dan bimbingan ter-
hadap pertumbuhan dunia perbankan, seka-
ligus menciptakan iklim yang sehat bagi
perkembangannya. Dalam Penjelasan U-
mum Undang-Undang Perbankan diurai-
kan bahwa:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur berda-
sarkan Pancasila dan Undang-Undang Da-
sar 1945, kesinambungan dan peningkatan
pelaksanaan pembangunan nasional yang
berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa
dipelihara dengan baik. Guna mencapai
tujuan tersebut maka pelaksanaan pemba-
ngunan ekonomi harus lebih memperhati-
kan keserasian, keselarasan, dan keseim-
bangan unsur-unsur pemerataan pemba-
ngunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabi-
litas nasional. Salah satu sarana yang
mempunyai peran strategis dalam menye-
rasikan dan menyeimbangkan masing-ma-
sing unsur dari Trilogi Pembangunan ada-
lah perbankan. Peran yang strategis terse-
but terutama disebabkan oleh fungsi uta-
ma bank sebagai suatu wahana yang dapat
menghimpun dan menyalurkan dana ma-
syarakat secara efektif dan efisien, yang
dengan berasaskan demokrasi ekonomi
mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pe-
merataan pembangunan dan hasil-hasil-
nya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional, ke arah peningkatan taraf hidup
rakyat banyak.

Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Usaha bank dilandasi oleh hubungan ke-

percayaan antara bank dengan nasabahnya.
Bank terutama melakukan kegiatan usaha
dalam pengelolaan dana masyarakat yang
disimpan padanya atas dasar kepercayaan,
sehingga bank harus selalu menjaga kese-
hatannya supaya tetap menjadi lembaga
kepercayaan masyarakat. Kemauan masya-
rakat untuk menyimpan sebagian uangnya
di bank dilandasi oleh asas kepercayaan
bahwa uang yang disimpan tersebut akan
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diperoleh kembali pada waktu yang dii-
nginkan dan sesuai dengan isi perjanjian
disertai dengan imbalan yang berbentuk
bunga.

3. Asas Kerahasiaan
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan
bank untuk merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan
lain-lain dengan nasabah penyimpan me-
nurut kelaziman dunia perbankan wajib
dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-
Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank
wajib merahasiakan informasi tentang na-
sabah penyimpan dan simpananya dimana
hal itu termasuk dalam perlindungan hu-
kum bagi nasabah penyimpan. Hal ini me-
nunjukkan bahwa keterikatan bank dengan
nasabahnya dilandasi asas kerahasiaan.

4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang dipercayakan padanya. Tujuan diber-
lakukannya prinsip ini adalah supaya bank
selalu dalam keadaan sehat, atau selalu da-
lam keadaan likuid dan solvent.

Dengan demikian, prinsip ini bertu-
juan agar bank menjalankan usahanya
secara baik dan benar dengan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan dan norma-
norma hukum yang berlaku dalam
dunia perbankan, sehingga bank yang
bersangkutan tetap sehat dan masya-
rakat semakin mempercayainya. 13

Uraian di atas menggambarkan asas-asas
yang mutlak dilaksanakan dalam pengelolaan
usaha bank yang disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan. Asas-asas tersebut mut-
lak dijalankan oleh bank karena hal tersebut
berhubungan dengan kewajiban bank agar ti-
dak merugikan kepentingan nasabah yang te-
lah mempercayakan penyimpanan dananya
kepada bank untuk dikelola dengan baik.

3. Jenis-Jenis Bank
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perban-

kan menyebutkan bahwa: “menurut jenisnya,

bank terdiri dari: a. Bank Umum; b. Bank Per-

kreditan Rakyat” maka jenis-jenis bank terdiri

dari:

a. Bank Umum
Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Perbankan ada-
lah : “Bank yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional dan/atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas permbayaran”.'* Bank Umum dalam
operasionalnya bersifat umum atau dapat
memberikan seluruh jasa perbankan dalam
lalu lintas pembayaran demikian juga wila-
yah operasionalnya di seluruh wilayah In-
donesia bahkan ke luar negeri (cabang).
Bank Umum disebut juga Bank Komersial
(Commercial Bank)."

b. Bank Perkreditan Rakyat
Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

menurut Pasal 1 angka 4 adalah: ”Bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konven-
sional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran”.'® Pada dasar-
nya kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat
sama dengan Bank Umum, namun jumlah jasa
yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat
jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan
kegiatan Bank Umum.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut
Pasal 13 Undang-Undang Perbankan antara
lain :

1. menghimpun dana dari masyarakat da-
lam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. memberikan kredit;

menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan pemerintah;

[98)

" Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.16-19.

'* Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 3.

' Kasmir, Op. cit, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 19.

'® Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 4.
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4. menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposi-
to berjangka, sertifikat deposito, dan/
atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan ju-
ga menegaskan bahwa, kegiatan Bank Umum
dengan Bank Perkreditan Rakyat dibedakan
dengan adanya beberapa larangan pada Bank
Perkreditan Rakyat meliputi: menerima sim-
panan giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing,
melakukan penyertaan modal, melakukan ke-
giatan perasuransian dan melakukan usaha lain
di luar kegiatan usaha Bank Umum.

4. Nasabah

Pengertian nasabah menurut Kamus Be-
sar Bahasa Indonesia, adalah: “Orang yang
biasa berhubungan dengan atau menjadi lang-
ganan bank (dalam hal keuangan)”."”

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Un-
dang Perbankan nasabah adalah: “Pihak yang
menggunakan jasa bank”. Pada dasarnya na-
sabah tersebut dibagi atas:

a. nasabah penyimpan seperti disebutkan
dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Un-
dang Perbankan yaitu: “nasabah yang
menempatkan dananya di bank dalam
bentuk simpanan, berdasarkan perjan-
jian bank dengan nasabah yang ber-
sangkutan”;

b. nasabah debitur seperti disebutkan da-
lam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang
Perbankan yaitu: “nasabah yang mem-
peroleh prioritas kredit atau pembia-
yaan berdasarkan prinsip syariah atau
yang dipersamakan dengan itu berda-
sarkan perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan”.'®

5. Kegiatan Penghimpunan Dana
Simpanan adalah: ”dana yang dipercaya-
kan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan
perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk
Giro, Deposito, sertifikat Deposito, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
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dengan itu”."”

Simpanan dapat dibedakan dalam bebe-
rapa bentuk yaitu:

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)
Pengertian simpanan giro atau rekening
giro menurut Pasal 1 anngka 6 Un-
dang-Undang Perbankan adalah: sim-
panan yang penarikannya dapat dila-
kukan setiap saat dengan menggunakan
cek, bilyet giro, sarana perintah pemba-
yaran lainnya,atau dengan pemindah
bukuan.

2. Simpanan Deposito (Time Deposit)
Pengertian deposito dinyatakan dalam
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Per-
bankan adalah: simpanan yang penari-
kanya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian
nasabah penyimpan dengan bank.

3. Sertifikat Deposito menurut Pasal 1
angka 8 Undang-Undang Perbankan
adalah: Simpanan dalam bentuk depo-
sito yang sertifikat bukti penyimpanan-
nya dapat dipindahtangankan.

4. Tabungan menurut Pasal 1 angka 9 Un-
dang-Undang Perbankan adalah: Sim-
panan yang penarikannya dapat dilaku-
kan menurut syarat tertentu yang dise-
pakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya
yang dipersamakan dengan itu.

6. Kegiatan Penyaluran Dana

Selain kegiatan menghimpun dana, bank
juga melakukan kegiatan menyalurkan dana.
Maksud penyaluran dana ini adalah usaha
bank untuk mendapat keuntungan dan itu ada-
lah sebagai biaya operasional bank. Penyalu-
ran dana oleh bank disebut “kredit” yang arti-
nya adalah “kepercayaan”, dalam bahasa Latin
disebut “credere” artinya percaya. Kegiatan
penyaluran dana didasarkan pada “perjanjan
kredit”.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka
11 Undang-Undang Perbankan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang da-

"7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 1988, hal.

609

'8 Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 16, angka 17, angka 18.

19 Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 5.
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pat dipersamakan dengan itu, berdasar-
kan persetujuan atau kesepakatan pin-
jam-meminjam antara bank dengan pi-
hak lain yang mewajibkan pihak pemin-
jam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian

20
bunga”.

Perjanjian kredit bank dituangkan dalam
bentuk akta di bawah tangan dan formal.
Setelah penandatanganan perjanjian kre-
dit, bank menyerahkan uang pinjaman
kepada nasabah debitur secara riil/kon-
tan/nyata. Berdasarkan fakta tersebut,
perjanjian kredit bank yang ditandata-
ngani oleh para pihak adalah bersifat
formal dan uang yang diserahkan oleh
bank kepada nasabah debitur bersifat
riil/kontan/nyata.”!

Perjanjian kredit wajib dibuat dalam ba-
hasa Indonesia. Apabila salah satu pihak
bukan Warga Negara Indonesia maka
perjanjian dibuat dalam bahasa Indone-
sia dan bahasa Inggris. Substansi kontrak
kredit telah disiapkan oleh bank, sedang-
kan nasabah debitur tinggal menandata-
ngani perjanjian kredit tersebut. Bentuk
perjanjian yang demikian disebut perjan-
Jjian baku.

E. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Bank

1. Perlindungan Hukum Secara Tidak
Langsung (Implisit Protection)
Perlindungan tidak langsung (implicit
protection) terhadap nasabah penyimpan dibe-
rikan dalam bentuk pengaturan dan pengawa-
san bank yang efektif, sehingga terciptabank
yang sehat, yang dapat menghasilkan laba dan
memenuhi kewajibannya. Dalam kaitan ini,
ada beberapa ketentuan dalam peraturan per-
undang-undangan yang bermaksud untuk me-
lindungi nasabah secara tidak langsung.
Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Un-

dang Perbankan juncto pasal 8 Undang-un-
dang Bank Indonesia, pengaturan dan penga-
wasan Bank merupakan salah satu tugas wajib
dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam
rangka untuk melaksanakan tugas tersebut,
Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang
didasarkan pada Pasal 24 Undang-undang
Bank Indonesia yang menyatakan bahwa :
“Dalam rangka melaksanakan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
Bank Indonesia menetapkan peraturan,
memberikan dan mencabut izin atas ke-
lembagaan dan kegiatan usaha tertentu
dari Bank, melaksanakan pengawasan
Bank dan mengenai sanksi terhadap
Bank sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan.”*

Kewenangan-kewenangan Bank Indone-
sia tersebut antara lain :

1. Menetapkan ketentuan perbankan yang
memuat prinsip kehati-hatian sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 25 ayat
(1) Undang-undang Bank Indonesia yang
menyatakan bahwa, ketentuan-ketentuan
perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian bertujuan untuk memberikan rambu-
rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usa-
ha perbankan, guna mewujudkan sistem
perbankan yang sehat. Mengingat penting-
nya tujuan mewujudkan sistem perbankan
yang sehat, maka peraturan-peraturan di
bidang perbankan ditetapkan Bank Indone-
sia harus didukung oleh sanksi-sanksi yang
adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip
kehati-hatian tersebut disesuaikan pula de-
ngan standar yang berlaku secara internasi-
onal, termasuk ketentuan tentang kesehatan
bank, yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat
(2) Undang-Undang Perbankan yaitu:
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan
bank sesuai dengan ketentuan dan kecuku-
pan modal, likuiditas, rentabilitas, solvabi-
litas dan aspek lain yang berhubungan de-
ngan usaha bank, dan wajib melakukan ke-
giatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

% Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Op. Cit, Pasal 1 angka 11.

2! Ibid, hal. 135
22 Ibid, hal. 119.

» Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, Op.cit,Pasal 24.
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hatian.”

. Memberikan dan mencabut izin atas ke-

lembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari

bank, antara lain :

a. Pemberian dan pencabutan izin usaha
bank dilakukan dengan keputusan Gu-
bernur Bank Indonesia;

b. Pemberian izin pembukaan, penutupan,
pemindahan kantor bank dilakukan de-
ngan keputusan Gubernur Bank Indo-
nesia. Dalam pengertian izin pembuka-
an kantor bank termasuk pula persetu-
juan mengenai peningkatan status kan-
tor bank;

c. Pemberian persetujuan atas kepemili-
kan dan kepengurusan bank dilakukan
dengan keputusan Gubernur Bank In-
donesia;

d. Pemberian izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegatan usaha
twertentu. Dalam pengertian izin untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu ter-
masuk izin untuk melakukan kegiatan
usaha sebagai bank devisa, penitipan,
melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, dan kegiatan-kegiatan
usahal lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Melaksanakan pengawasan bank meliputi

pengawasan tidak langsung dan pengawa-

san langsung yang ditetapkan dalam pasal

27 Undang-Undang Bank Indonesia yang

menyatakan bahwa, pengawasan bank oleh

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 24 adalah pengawasan langsung

dan tidak langsung.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29

Undang-Undang Bank Indonesia bahwa:

1. Bank Indonesia melakukan pemeriksa-
an terhadap bank baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlu-
kan;

2. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat
dilakukan terhadap perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait, pihak
terafiliasi, dan debitur bank;

3. bank dan pihak-pihak tersebut wajib
memberikan kepada pemeriksa :

a. keterangan dan data yang diminta;

** Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, Op.cit, Pasal 29.
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b. kesempatan untuk melihat semua
pembukuan, dokumen, dan sarana
fisik yang berkaitan dengan kegia-
tan usahanya;

c. hal-hal lai yang diperlukan.**

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Bank
Indonesia menyebutkan bahwa : “Bank
Indonesia menugasi pihak lain untuk dan
atas nama Bank Indonesia melaksanakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Dan pasal
31 ayat (1) dinyatakan bahwa, Bank Indo-
nesia dapat memerintahkan bank untuk
menghentikan sementara, sebagian atau se-
luruhnya kegiatan transaksi tertentu apa-
bila menurut penilaian Bank Indonesia ter-
hadap suatu transaksi patut diduga meru-
pakan tindak pidana di bidang perbankan.

Pengawasan tidak langsung terutama da-

lam bentuk pengawasan dini melalui pe-

nelitian, analisis dan evaluasi laporan bank

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28

ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia

yang menyebutkan bahwa: “Bank Indone-
sia mewajibkan bank untuk menyampaikan
laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai
dengan tata cara yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia. Mengenakan sanksi terha-

dap bank sesuai peraturan perundang-un-

dangan.

Dalam pasal 52 Undang-Undang Perban-

kan dinyatakan bahwa :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan
pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47, pasal 47 A, pasal 48, pasal 49
dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat
menetapkan sanksi administrative ke-
pada bank yang tidak memenuhi kewa-
jibannya sebagaimana ditentukan da-
lam undang-undang ini, atau Pimpinan
Bank Indonesia dapat mencabut izin
usaha bank yang bersangkutan.

2. Sanksi administratif, sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), antara lain ada-
lah :

a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank;
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d. larangan untuk turut serta dalam
kegiatan kliring;

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu,
baik untuk kantor cabang tertentu
maupun untuk bank secara keselu-
ruhan;

f. pemberhentian pengurus bank dan
selanjutnya menunjuk dan meng-
angkat pengganti sementara sampai
Rapat Umum Pemegang Saham
atau Rapat Anggota Koperasi me-
ngangkat pengganti yang tetap de-
ngan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota pengurus,
pegawai bank, pemegang saham
dalam daftar orang tercela di bi-
dang perbankan.

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai
sanksi administrative ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

B. Perlindungan Secara
(Eksplisit Protection)

Tujuan utama sistem penjaminan nasa-
bah penyimpan adalah pemberian perlindu-
ngan langsung kepada nasabah penyimpan
tersebut. Perlindungan langsung dilakukan de-
ngan menyusun suatu sistem yang berfungsi
memberikan jaminan terhadap dana nasabah
bilamana suatu bank dicabut izin usahanya
atau mengalami likuidasi. Jaminan tersebut
dapat berupa jaminan terbatas ataupun jaminan
penuh. Perlindungan langsung dengan jaminan
terbatas yang lazim digunakan adalah skim
asuransi simpanan, baik skim yang dikelola
pemerintah sebagaimana dipraktikkan di Ame-
rika Serikat, maupun yang dikelola swasta
seperti di Jerman. Perlindungan Secara Lang-
sung secara penuh umumnya dilakukan pada
masa krisis sebagaimana yang telah dipraktik-
kan di negara Asia yang tertimpa krisis ter-
masuk Indonesia.

Perlindungan nasabah model Amerika
Serikat menggunakan sistem perlindungan
langsung melalui skim asuransi simpanan yang
diselenggarakan oleh Federal Deposit Insu-
rance Corporation (FDIC), suatu lembaga
yang berperan untuk mengganti dana yang

Langsung

2 Ibid, hal. 148.

disimpan oleh nasabah pada bank yang dili-
kuidasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu
jawaban terhadap krisis perbankan yang me-
landa Negara tersebut pada tahun 1930an,
dengan tujuan:
1. menghentikan kontraksi lebih dalam
pada sistem perbankan;
2. mengaktitkan kembali pemberian kre-
dit oleh perbankan;
3. melindungi bank-bank kecil.”’

Demi menjaga kepercayaan masyarakat
dan meminimalkan dampak negatif dari blan-
ket guarantee, pemerintah menetapkan untuk
secara bertahap mengurangi lingkup penjami-
nan dan hanya akan memberikan jaminan ter-
hadap simpanan dalam jumlah terbatas (/imi-
ted guarantee).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam ke-
tentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan
yang mengatur bahwa setiap bank wajib men-
jamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan. Untuk menjamin
dana masyarakat tesebut, pemerintah mem-
bentuk suatu lembaga penjamin simpanan.

Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga

Penjamin Simpanan diatur dalam pasal-

pasal tertentu, Undang-Undang Lembaga

Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga

Penjamin Simpanan ada dua fungsi

yaitu, menjamin simpanan nasabah bank

dan melakukan penyelesaian atau pena-
nganan Bank Gagal. Penjaminan simpa-
nan nasabah bank dilakukan Lembaga

Penjamin Simpanan bersifat terbatas te-

tapi dapat mencakup sebanyak-banyak-

nya nasabah”.*®

Sebagai wujud perlindungan terhadap
nasabah penyimpan maka Undang-Undang
Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan
bahwa :

1. Simpanan yang layak dibayar berdasarkan
Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Penja-
min Simpanan yang menyatakan bahwa :
“Lembaga Penjamin Simpanan menjamin
simpanan nasabah bank yang berbentuk
giro, deposito, sertifikat deposito, tabu-
ngan dan/atau bentuk lainnya yang diper-

%6 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Op. Cit, Penjelasan Umum.
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samakan dengan itu.”

. Simpanan yang tidak layak dibayar ber-
dasarkan Pasal 19 Undang-Undang Lem-

baga Penjamin Simpanan yang menetap-

kan bahwa : ”klaim penjaminan dinyatakan

tidak layak dibayar apabila berdasarkan

rekonsiliasi dan/atau verifikasi :

a. data simpanan nasabah dimaksud tidak
tercatat pada bank;

b. nasabah penyimpan merupakan pihak
yang diuntungkan secara tidak wajar;
dan/atau

c. nasabah penyimpan merupakan pihak
yang menyebabkan keadaan bank men-
jadi tidak sehat.

. Cara pembayaran klaim penjaminan di-

tetapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang

Lembaga Penjamin Simpanan yang me-

nyebutkan bahwa :

a. Lembaga Penjamin Simpanan wajib
membayar klaim penjaminan kepada
nasabah penyimpan dari bank yang
dicabut izin usahanya;

b. Lembaga Penjamin Simpanan berhak
memperoleh data nasabah penyimpan
dan informasi lain yang diperlukan per
tanggal pencabutan izin usaha dari LPP
dan/atau bank dalam rangka penghitu-
ngan dan pembayaran kalim penjami-
nan;

c. Lembaga Penjamin Simpanan wajib
menentukan simpanan yang layak diba-
yar, setelah melakukan rekonsiliasi dan
verifikasi atas data nasabah penyimpan
tersebut selambat-lambatnya 90 (sem-
bilan puluh) hari kerja terhitung sejak
verifikasi dimulai;

d. Lembaga Penjamin Simpanan mulai
membayar simpanan yang layak diba-
yar selambat-lambatnya dalam waktu 5
(lima) hari kerja terhitung sejak verifi-
kasi dimulai;

e. dalam rangka rekonsiliasi dan verifika-
si, pemegang saham, dewan komisaris,
direksi dan pegawai bank yang dicabut
izin usahanya, serta pihak lain yang
terkait dengan bank dimaksud, wajib
membantu memberikan segala data dan
informasi yang diperlukan oleh Lemba-
ga Penjamin Simpanan;

Basana Gultom

f. Lembaga Penjamin Simpanan mengu-
mumkan tanggal dimulainya pengajuan
klaim penjaminan pada sekurang-ku-
rangnya 2 (dua) surat kabar harian
yang berperedaran luas;

g. jangka waktu pengajuan klaim penja-
minan oleh nasabah penyimpan kepada
Lembaga Penjamin Simpanan alah 5
(lima) tahun sejak izin usaha bank di-
cabut;

h. ketentuan lebih lanjut mengenai rekon-
siliasi, verifikasi, penetapan kelayakan
simpanan, serta tata cara pengajuan dan
pembayaran klaim penjaminan ditetap-
kan dengan Peraturan Lembaga Penja-
min Simpanan.

4. Proses pembayaran klaim penjaminan di-

tetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang

Lembaga Penjamin Simpanan yang me-

nyatakan bahwa:

a. pembayaran klaim penjaminan dapat
dilakukan secara tunai dan/atau de-
ngan alat pembayaran lain yang setara
denga itu;

b. setiap pembayaran klaim penjaminan
dilakukan dalam mata uang rupiah;

c. klaim penjaminan dan simpanan dalam
mata uang asing dibayarkan dalam
bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia;

d. alat pembayaran klaim penjaminan dan
kurs tengah yang digunakan ditetapkan
lebih lanjut dengan peraturan Lembaga
penjamin Simpanan

. Upaya hukum bisa dilakukan oleh nasabah

penyimpan ditetapkan dalam Pasal 20 Un-

dang-Undang Lembaga Penjamin Simpa-

nan yang menyatakan :

a. dalam hal nasabah penyimpan merasa
dirugikan, karena klaim penjaminannya
dinyatakan tidak layak dibayar, maka
nasabah penyimpan tersebut dapat :

1) Mengajukan keberatan kepada
Lembaga Penjamin Simpanan yang
didukung dengan bukti nyata dan
jelas atau,

2) Melakukan upaya hukum melalui
pengadilan.

b. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpa-
nan menerima keberatan nasabah pe-
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nyimpan atau pengadilan mengabulkan
upaya hukum nasabah penyimpan ter-
sebut, Lembaga Penjamin Simpanan
hanya membayar simpanan nasabah
tersebut sesuai dengan penjaminan
berikut bunga yang wajar. Dan dalam
Penjelasannya dinyatakan bahwa, apa-
bila nasabah penyimpan telah mening-
gal dunia, pengajuan keberatan atau
upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli
warisnya. Pembayaran bunga yang wa-
jar dimaksudkan untuk mengganti ke-
rugian akibat hilangnya kesempatan
berinvestasi dan Lembaga Penjamin
Simpanan tidak membayar ganti rugi
yang lain. Tingkat bunga yang wajar
adalah tingkat bunga yang pada umum-
nya berlaku atas simpanan.

Likuidasi Bank, dalam Undang-Undang
Perbankan tidak terbatas pada pencabutan izin
usaha bank, tetapi termasuk tindakan pembu-
baran badan hukum bank dan penyelesaian
pemberesan seluruh hak dan kewajiban seba-
gai akibat dibubarkannya badan hukum terse-
but.

F. Analisis Perlindungan Hukum Bagi
Nasabah Penyimpan di PT. Bank IFI

1. Masalah Yang Dihadapi PT Bank IFI

PT Bank IFI berdiri pada tahun 1955,
dengan nama Indonesia Finance and Invest-
ment Company (PT IFI) sebagai Lembaga Ke-
uangan Bukan Bank (LKBB). Pada Februari
1993 berubah nama menjadi bank umum, se-
hingga namanya menjadi PT Bank IFI dan
pada Maret 1998 melakukan merger dengan
Bank Asta. Setelah proses merger, jumlah ca-
bang Bank IFI bertambah banyak dan struktur
permodalannya menjadi kokoh. Pada waktu
krisis keuangan di Indonesia tahun 1997-1998,
yang mengakibatkan banyak bank bermasalah,
PT Bank IFI justru baik dan mendapat nilai A.
Pada 28 Juni 1999 PT Bank IFI membuka
cabang syariah, yang bernama PT Bank IFI
Syariah, yang menjadikan PT Bank IFI seba-
gai bank yang pertama menggunakan dual sys-
tem.
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Namun mulai 21 Agustus 2002 hingga
September 2008, PT Bank IFI masuk dalam
pengawasan khusus Bank Indonesia karena ke-
kurangan modal dan rasio modal minimum
atau Capital Adiquasy Ratio (CAR) kurang da-
ri 8%.

Selama pengawasan khusus, Bank Indo-
nesia mewajibkan pemegang saham pengen-
dali, yakni PT Rahmaco Media Promosindo,
mencari penambahan modal dan mencari in-
vestor yang mau membantu, namun hingga 15
April 2009 PT Bank IFI tidak mampu menam-
bah modal sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan pada 15 April 2008, dan investor
yang dijanjikan pemegang saham pengendali
tidak bisa memenuhi jadwal yang telah diten-
tukan. Setelah 7 bulan dalam pengawasan khu-
sus Bank Indonesia, PT Bank IFI tetap tidak
bisa memperbaharui keadaannya. Akhirnya
Bank Indonesia mengeluarkan pengumuman
pencabutan izin usaha yang dilaksanakan ber-
dasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal
17 April 2009. Sejak itu, operasional PT Bank
IFI diambil alih oleh Lembaga Penjamin Sim-
panan, terkait dengan penyelesaian simpanan
nasabah. Penutupan PT Bank IFI tidak ber-
pengaruh terhadap “systemic risk” karena bank
tersebut termasuk bank kecil sehingga tidak
mengganggu perbankan nasional. PT Bank IFI
menjadi pasien pertama Lembaga Penjamin
Simpanan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan
dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Sim-
panan, penyelesaian kewajiban PT Bank IFI
kepada nasabah penyimpan dilakukan dengan
cara rekonsiliasi dan verifikasi simpanan na-
sabah untuk menentukan simpanan yang layak
dibayar atau tidak layak dibayar.

Mekanisme pembayaran tersebut dilaku-
kan dalam 3 tahap, yaitu: pembayaran klaim
tahap pertama dilakukan pada 4 Mei 20009.
Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar
yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan,
yaitu PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI),
melalui kantor-kantor cabangnya. Pembayaran
tahap kedua dilakukan pada tanggal 3 Juni
2009.

Pembayaran tahap ketiga yang dilakukan
pada tanggal 25 Agustus 2009. Nasabah pe-
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nyimpan dapat melihat daftar simpanan layak
dibayar dan tidak layak dibayar yang dikeluar-
kan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lem-
baga Penjamin Simpanan akan membayarkan
simpanan yang memenuhi kriteria layak diba-
yar sebesar pokok dan bunga/bagi hasil untuk
syariah (periode perpanjangan terakhir) de-
ngan jumlah maksimum Rp 2 Miliar per nasa-
bah. Untuk simpanan layak dibayar yang pada
saat yang bersamaan nasabah mempunyai ke-
wajiban kepada PT Bank IFI, maka pemba-
yaran simpanannya akan dilakukan set off ter-
lebih dahulu dengan kewajibannya yang telah
jatuh tempo.

2. Analisis Perlindungan Hukum Nasabah
Penyimpan PT Bank IFI

a. Perlindungan Hukum Secara Tidak
Langsung dan Langsung
Perlindungan terhadap nasabah pe-
nyimpan melalui ketentuan-ketentuan di
bidang pengaturan dan pengawasan bank,
di dalam Undang-Undang Perbankan juga
terdapat ketentuan-ketentuan lain yang
mendukung upaya perlindungan terhadap
nasabah penyimpan, diantaranya:
a. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan
menyatakan bahwa :
Dalam memberikan kredit atau pem-
biayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umum wajib mempunyai keya-
kinan berdasarkan analisis yang men-
dalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi utangnya atau mengembali-
kan pembiayaan dimaksud sesuai de-
ngan yang diperjanjikan, memiliki dan
menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip sya-
riah, sesuai dengan ketentuan yang di-
tetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Per-
bankan menyatakan bahwa: dalam
pemberian kredit dan pembiayaan ber-
dasarkan prinsip syariah dan melaku-
kan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak meru-
gikan bank dan kepentingan nasabah
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yang mempercayakan dananya kepada
bank.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Per-
bankan menyatakan bahwa: untuk ke-
pentingan nasabah, bank wajib menye-
diakan informasi mengenai kemungki-
nan timbulnya risiko kerugian sehubu-
ngan dengan transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank.

Ketentuan tentang rahasia bank seba-
gaimana ditentukan dalam Penjelasan
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Per-
bankan yaitu apabila nasabah bank ada-
lah nasabah penyimpan yang sekaligus
sebagai nasabah debitur, bank wajib
tetap merahasiakan keterangan tentang
nasabah dalam kedudukannya sebagai
nasabah penyimpan. Keterangan nasa-
bah selain sebagai nasabah penyimpan,
bukan merupakan keterangan yang wa-
jib dirahasiakan bank. Bagi bank yang
melakukan kegiatan sebagai lembaga
penunjang pasar modal, misalnya bank
selaku custodian dan/atau wali amanat,
tunduk pada ketentuan perundang-un-
dangan di bidang pasar modal.

. Ketentuan pidana yang diatur dalam

Undang-Undang Perbankan yakni Pa-
sal 51 Undang-Undang Perbankan
yang menyatakan bahwa: tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1),
Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 adalah
kejahatan, selanjutnya dalam Penjela-
sannya dikatakan bahwa: perbuatan-
perbuatan sebagaimana dimaksud da-
lam pasal-pasal tersebut digolongkan
sebagai tindak pidana kejahatan, berarti
terhadap perbuatan-perbuatan dimak-
sud akan dikenakan ancaman hukuman
yang lebih berat dibandingkan dengan
hanya sekedar pelanggaran. Hal ini me-
ngingat bahwa bank adalah lembaga
keuangan yang dapat menghimpun da-
na masyarakat dan dipercaya oleh ma-
syarakat sehingga perbuatan yang da-
pat mengakibatkan rusaknya keperca-
yaan masyarakat kepada bank, yang
pada dasarnya akan merugikan bank
maupun masyarakat, perlu dihindari.
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Dengan digolongkan sebagai tindak
kejahatan, diharapkan akan dapat lebih
terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang Per-
bankan.

Perlindungan hukum secara langsung
dilakukan dengan menyusun suatu sistem
yang berfungsi memberikan jaminan terha-
dap dana nasabah bilamana suatu bank di-
cabut izin usahanya atau mengalami likui-
dasi. Dalam hal ini, penjaminan tersebut
diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan berdasarkan Undang-Undang
Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam Undang-Undang Lembaga
Penjamin Simpanan Pasal 53 tentang tata
cara likuidasi bank oleh Lembaga Penja-
min Simpanan dan Pasal 54 ditetapkan,
bahwa: hasil pencairan aset dari bank yang
dilikuidasi berdasarkan prioritasnya ada
yang harus dibayarkan kepada nasabah
penyimpan yang simpanan tidak dijamin.
Karena simpanan tersebut tidak dijamin,
maka pembayarannya harus menunggu
perolehan hasil penjualan aset. Berdasar-
kan ketentuan tersebut, penjaminan yang
menjadi tanggung jawab Lembaga Penja-
min Simpanan hanyalah sebesar Rp 2 Mi-
liar dan selebihnya adalah tanggung jawab
bank bersangkutan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpa-
nan No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi
Bank, dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa ter-
hitung sejak zin usaha suatu bank dicabut,
Lembaga Penjamin Simpanan mengambil
alih dan menjalankan segala hak dan we-
wenang pemegang saham, termasuk hak
dan wewenang RUPS dalam rangka likui-
dasi bank. Pasal 11 dinyatakan bahwa pe-
laksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib
diselesaikan dalam waktu 2 (tahun), dan
apabila belum selesai bisa diperpanjang pa-
ling lama 1 (tahun). Pasal 28 berbunyi, se-
luruh kewajiban bank dalam likuidasi telah
dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset
yang dapat digunakan untuk membayar ke-
wajiban sebelum berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan likuidasi. Pasal 30 menyata-
kan bahwa:
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1. Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi
dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan
likuidasi selesai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 sisa tersebut diserahkan
kepada pemegang saham lama;

2. Dalam hal masih terdapat sisa kewa-
jiban bank dalam likuidasi setelah pe-
laksanaan likuidasi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28, kewajiban itu
wajib dibayarkan oleh pemegang sa-
ham lama yang terbukti menyebabkan
bank menjadi bank gagal.

Sehubungan dengan pencabutan izin
usaha PT Bank IFI, maka Lembaga Penja-
min Simpanan melaksanakan tanggung
jawabnya dalam bentuk penjaminan lang-
sung terhadap simpanan nasabah penyim-
pan di PT Bank IFI yang dilikuidasi sudah
benar, sesuai dengan ketentuan dalam Un-
dang-Undang Lembaga Penjamin Simpa-
nan dan peraturan pelaksanaan yang berhu-
bungan dengan hal penjaminan tersebut.

Deposito Pemerintah Kabupaten Ku-
tai Timur sebesar Rp 72 Miliar, yang dija-
min oleh Lembaga Penjamin Simpanan ha-
nyalah sebesar Rp 2 Miliar dan sisanya
yang Rp 70 Miliar dibayar dengan sisa aset
bank sesuai dengan urutan pembayaran
kewajiban bank kepada para kreditur yang
diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu:

a. penggantian atas talangan pembayaran
gaji pegawai yang terutang;

b. penggantian atas pembayaran talangan
pesangon pegawai;

c. biaya perkara di pengadilan, biaya le-
lang yang terhutang dan biaya opera-
sional kantor;

d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan
dan/atau pembayaran atas klaim pen-
jaminan yang harus dibayarkan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan;

e. pajak terutang;

bagian simpanan dan nasabah penyim-

pan yang tidak dibayarkan penjaminan-

nya dan simpanan nasabah penyimpan
yang tidak dijamin; dan

g. hak dari kreditur lainnya.

Selain itu, dalam Pasal 54 ayat (5)
diatur bahwa: apabila seluruh aset bank

=
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telah habis dalam proses likuidasi dan ma-
sih terdapat kewajiban bank terhadap pihak
lain, maka kewajiban tersebut wajib diba-
yarkan oleh pemegang saham lama yang
terbukti menyebabkan bank menjadi bank
gagal.

Dengan kata lain, secara tidak lang-
sung dapat diartikan bahwa semua simpa-
nan nasabah penyimpan tetap dijamin te-
tapi harus menunggu proses yang ditentu-
kan oleh peraturan perundang-undangan.

. Upaya Hukum Nasabah Penyimpan PT
Bank IFI Untuk Memperoleh Simpa-
nannya Kembali

Hal ini berkaitan dengan keberatan
yang diajukan oleh nasabah penyimpan PT

Bank IFI yang pernah menerima cash back

ternyata simpanannya tidak dibayar oleh

Lembaga Penjamin Simpanan, dengan

alasan bahwa cash back dihitung sebagai

komponen bunga bank sehingga bunga
yang diterima nasabah penyimpan mele-
bihi ketentuan bunga penjaminan. Padahal
cash back itu adalah merupakan hadiah
dari bank dan tidak selalu berupa uang,
kebanyakan barang, seperti handphone,
voucer belanja, dan lain sebagainya. Se-
dangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang

Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan

bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak

layak dibayar apabila berdasarkan rekon-
siliasi dan/atau verifikasi:

a. Data simpanan nasabah tersebut tidak
tercatat pada bank;

b. Nasabah penyimpan yang merupakan
pihak yang diuntungkan secara tidak
wajar misalnya nasabah yang memper-
oleh hasil bunga jauh di atas tingkat
pasar;

c. Nasabah penyimpan yang merupakan
pihak yang menyebabkan keadaan
bank menjadi tidak sehat misalnya pe-
nerima kredit yang kreditnya macet.

Apabila dilihat dari ketentuan terse-
but, maka pada dasarnya nasabah penyim-
pan yang telah menerima cash back tidak
termasuk dalam simpanan yang tidak layak
dibayar. Namun dalam pengumuman yang
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dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Sim-

panan pada tanggal 25 Agustus 2009, nasa-

bah penyimpan PT Bank IFI yang telah
menerima cash back ternyata dimasukkan

dalam daftar simpanan yang tidak layak di-

bayar dengan alasan bahwa cash back dihi-

tung sebagai komponen bunga bank se-
hingga bunga yang diterima nasabah pe-
nyimpan melebihi ketentuan bunga penja-
minan. Keadaan seperti ini dapat menim-
bulkan ketidakpastian dan kerugian bagi
nasabah penyimpan karena mereka tidak
pernah diberikan informasi mengenai cash
back, baik oleh Lembaga Penjamin Simpa-
nan, Bank Indonesia maupun PT Bank IFL
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sa-
tu-satunya lembaga yang mempunyai we-
wenang dalam pembayaran klaim penjami-
nan seharusnya memberikan informasi atau
melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada
masyarakat agar masyarakat, khususnya
nasabah penyimpan PT Bank IFI, bisa me-
nentukan sikap untuk menerima atau tidak
menerima cash back yang ditawarkan oleh

PT Bank IFI, sehingga mereka tidak mera-

sa dibohongi dan dirugikan oleh kebijakan

yang diambil Lembaga Penjamin Simpa-
nan.

Nasabah penyimpan PT Bank IFI
yang merasa dibohongi dan dirugikan ter-
sebut, pada dasarnya bisa melakukan upa-
ya hukum untuk mendapatkan kembali
simpanannya dengan cara:

1. Mengajukan keberatan kepada Lemba-
ga Penjamin Simpanan yang didukung
dengan bukti nyata dan jelas. Apabila
nasabah penyimpan tersebut telah me-
ninggal dunia, maka pengajuan kebera-
tan atau upaya hukum dapat dilakukan
oleh ahli warisnya.

2. Melakukan upaya hukum melalui Pe-
ngadilan Niaga sebagaimana yang di-
tentukan dalam Pasal 50 Undang-Un-
dang Penjamin Simpanan.”’

Apabila Lembaga Penjamin Simpa-
nan menerima keberatan nasabah penyim-
pan atau Pengadilan Niaga mengabulkan
upaya hukum nasabah penyimpan, maka
Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan

*7 Indonesia, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 20 dan Penjelasannya
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membayar simpanan nasabah tersebut se-
suai dengan penjaminan berikut bunga
yang wajar yang pada umumnya berlaku
atas simpanan. Pembayaran bunga yang
wajar dimaksudkan untuk mengganti keru-
gian akibat hilangnya kesempatan berin-
vestasi dan Lembaga Penjamin Simpanan
tidak membayar ganti rugi yang lain.

Namun apabila pengajuan atau upaya
hukum tersebut ditolak, maka nasabah pe-
nyimpan harus menunggu hasil pencairan/
penjualan aset PT Bank IFI sesuai dengan
Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang
Lembaga Penjamin Simpanan yang me-
nyebutkan bahwa: hasil pencairan aset dari
bank yang dilikuidasi berdasarkan priori-
tasnya ada yang harus dibayarkan kepada
penyimpan yang simpanan tidak dijamin,
serta Pasal 57 Undang-Undang Lembaga
Penjamin Simpanan yang menetapkan
bahwa: tagihan yang timbul setelah proses
likuidasi selesai dapat diajukan terhadap
sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pe-
megang saham.

Penutup

Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi nasabah pe-

nyimpan pada bank yang dilikuidasi yaitu PT
Bank IFI, antara lain:
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a. Perlindungan hukum secara tidak lang-
sung yaitu dengan pengaturan dan pe-
ngawasan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia yang meliputi: pengawasan
tidak langsung terutama dalam bentuk
pengawasan dini melalui penelitian,
analisis dan evaluasi laporan bank serta
pengawasan langsung dalam bentuk
pemeriksaan yang disusul dengan tin-
dakan-tindakan perbaikan.

b. Perlindungan hukum secara langsung
terhadap nasabah penyimpan PT Bank
IFI yang dilakukan oleh Lembaga Pen-
jamin Simpanan. Lembaga Penjamin
Simpanan melaksanakan tanggungja-
wabnya dalam bentuk penjaminan
langsung sesuai dengan ketentuan da-
lam Undang-Undang Lembaga Penja-
min Simpanan dan peraturan pelaksa-

naan yang berhubungan dengan penja-
minan tersebut.

c. Upaya hukum yang dapat dilakukan
nasabah penyimpan untuk memperoleh
kembali simpanannya pada PT Bank
IFI yang dilikuidasi karena klaim pen-
jaminannya dinyatakan tidak layak
dibayar, yaitu: (a) mengajukan kebera-
tan kepada Lembaga Penjamin Simpa-
nan yang didukung dengan bukti nyata
dan jelas; atau (b) melakukan upaya
hukum melalui Pengadilan Niaga sesu-
ai dengan ketentuan yang berlaku. Da-
lam hal Lembaga Penjamin Simpanan
menerima keberatan nasabah penyim-
pan atau Pengadilan Niaga mengabul-
kan upaya hukum nasabah penyimpan
tersebut, maka Lembaga Penjamin
Simpanan hanya membayar simpanan
nasabah tersebut sesuai dengan penja-
minan berikut bunga yang wajar.

2. Saran

a. Untuk masa yang akan datang, diha-
rapkan Lembaga Penjamin Simpanan
dan Bank Indonesia meningkatkan so-
sialisasi kepada masyarakat mengenai
perlindungan hukum bagi nasabah pe-
nyimpan, termasuk sosialisasi tentang
fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga
Penjamin Simpanan supaya masyarakat
lebih memahami tentang penjaminan
simpanan nasabah dan prosedur pem-
bayaran klaim penjaminan. Selain itu
juga diharapkan agar proses pencairan
aset dilakukan sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga nasa-
bah penyimpan mendapatkan kepastian
dalam pembayaran simpanannya. Hal
ini dimaksudkan agar tidak terjadi ke-
salahpahaman dalam masyarakat yang
dapat mengakibatkan kepanikan dan
situasi yang memancing ketidakperca-
yaan masyarakat terhadap lembaga per-
bankan.

b. Dalam hal pemberian cash back yang
dilakukan oleh bank, masih diperlukan
adanya penyeragaman persepsi dan
aturan-aturan yang jelas, khususnya
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mengenai kriteria klaim penjaminan pemberian informasi yang sejelas-jelas-
yang tidak layak dibayar, agar masya- nya kepada masyarakat sebelum kebi-
rakat tidak dirugikan oleh kebijakan jakan tersebut diambil agar masyarakat
yang dikeluarkan Lembaga Penjamin tidak merasa dibohongi dan dirugikan.

Simpanan. Selain itu, diperlukan juga
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